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BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

| PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2019
STRRTE o  TENTANG SRR S R
o PE’I‘UNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN SEKOLAH S
B MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT R
o - YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGINEGERL |

DENGAN RAHMAT 'I‘UHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR

Memmbang a. bahwa lulusan pend1d1kan tmggl merupakan aset Daerah yang = .
R _dlharapkan akan berperan dalam menmgkatkan keseJahteraan:f:’,}‘_v
| ,dankemajuandaerah S | T |
b - bahwa dalam rangka membenkan motlva31 dan sebaga1 WUJud o
| penghargaan Pemenntah Daerah terhadap lulusan Sekolah ‘ ,
- {Menengah Atas/ Sekolah Menengah Ke]uruan atau SederaJat yangv ‘ _
" ,melanjutkan pcndldlkan ke Perguruan ngg1 Negen, perlu'i W

: ‘dlbenkan stlmulam blaya B B o - |
| c_(f bahwa Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017», .
: :tentang Petunjuk Tekms Pemberlan Pcnghargaan Bag1 Lulusan‘»: .
.vSekolah Menengah Atas/Sekola.h Menengah Keguruan atauv.;'
Sederajat yang Dltenma d1 Perguruan T1ngg1 Negen sudah tldakbv o
| - sesuai; ' ’ o e '
S ._ d :bahwa berdasarkan pemmbangan sebaga1mana dlmaksud o :
‘v -} dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
 Peraturan o Bupatl tentang Petun]uk Teknis Pembenan‘ :
| Penghargaan Bag1 Lulusan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah i
. ;vMenengah Ke_]uruan atau Sedera_jat yang Dlterlma di Pcrguruan o

o :'nggl Negerl



' Mengin’gatv :

1.

: .:'Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam ngkungan Prov1n81 Jawa |
Tengah; v | . . a :
Undang-Undang Nomor 20 Tahun ‘20(;)3 tentang Sistem
'Pendidika.n Nasioﬁal (Lembaran' Negara Republik Indonesia

. Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

o Indonesxa Nomor 430 l),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan'

Daerah (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 20 14

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia _
Tahun 2014 Nomor 5587) sebagenmana telah dlubah beberapa.

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
chubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657); ‘ , .

Peraturan ‘ Pemenntah Nomor‘ 17 Tahun 2010 tentahg |

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Noinor 5105) sebagaimana telah

‘diubah dengan Peraturan’ Pemerintah Non_lbr 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2010 tentang Pcngelblaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara chiiblikfllndotxiésia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5157), !

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagalmana telah

' diubah beberapa kali terakhir dengan Pératuran Mentcri Dalam
‘Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang o
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubhk o

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ‘ o .
Peraturan Menteri Pendldlk.an Nasmnal Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendldxkan (Lembaran Negara Repubhk

~‘Indon681a Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
. Repubhk Indonesw. Nomor 4864), '



‘Menetapkan:

7.
| 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Benta Negara
- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudéyaén Nomor 80 Tahun

Peraturan Menten R1$et Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

~Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan ‘Mahasiswa - Baru

Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1928); '
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun‘

2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18)

B sebagaimana}telah diubah dengan Peraturan Daerah Kébupatéh
| Karanganyar Nomor 2 Tahuti 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun
' 2013 ‘tentang Penyelenggaraanv- Peﬁdidikén (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahaih

" Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);

" MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PENGHARGAAN - BAGI LULUSAN SEKOLAH  MENENGAH
ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT YANG
DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI -

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Bupati yang dimaksud dengan
. 1.. )
-2

Dacrah adalah Kabupaten Karanganyar.

_'Pemenntah Daerah adalah Bupati sebaga1 unsur penyelenggara‘ .
Pemerintahan Daerah yang mem1mpv1n pelaksanaan urusan

_ pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Biipati Karanganyar. |
Penghargaan adalah bantuan dari. Pemerintah Daerah berupa

_ xsejumla’h uang tunai yang diberikan kepada Lulusan Sekolah



" Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat .

yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri. ‘
Lulusan adalah siswa yang telah menyelesaikan pendldxkannya |
di jenjangvSekolah Mencngah,Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan
atau Sederajat baik negeri maupun swasta yang lhulus Tahun
Pelajaran 2015/2016 atau tahun selanjutnya. B

Penerima penghargaan adalah lulusan yang diterima di

‘Perguruan Tinggi Negeri " pada ‘tahun 2017 atau tahun

selanjutnya. , o B
Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya dlsmgkat PTN adalah
perguruan tmggl negeri yang diselenggarakan oleh Pemenntah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

.. Penduduk adalah Warga Negara Indonema yang berdomis'ili di

Kabupaten  Karanganyar yang dibuktikan dengan Surat

- Keterangan dari Kelurahan/Desa.

Dinas Pendidikan dan chudayaan yang selan_)utnya d1sebut
Dinas adalah Dmas Pendldlkan dan Kebudayaan Kabupaten

Karanganyar.

 BABII
. TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pembéi‘ian Penghargaan 'kepada Lulusan . Sekolah Menengah
Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di
- PTN bertujuan untuk: ' '

a.

mendorong Lulusan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah
Ke_]uruan atau Sederajat untuk melanjutkan pendldlkan ke PTN

memngkatkan Angka Partisipasi Kasar PTN;
membenkan stimulan dana bagi Lulusan Sekolah Menengah

Atas/Sekolah Menengah Ke_luruan atau Sederajat yang diterima
di P’I‘N agar tidak putus sekolah. ‘

| . Pasal 3

Sasaran pembenan penghargaan kepada lulusan Sekolah Menengah
Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di
PTN adalah: ' |



€.

O 0 N0 ks e !“

W

~ a lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan
atau  Sederajat Tahun -Pelajaran 2015/2016 atau tahun

selanjutnya yang merupakan penduduk Daerah; - .
lulusan Sekolah 'Menengalrv‘l' Atas/ Sekolah Menerigah Kejuruan
atau Sederajat yang dltenma di PTN di seluruh Indonesia melalui
Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMP’I‘N)
dan SelekSI Presta51 Akademik Nasional Perguruan T1ngg1
Keagamaan Islam Negen (SPAN PTKIN); _, ‘

lulusan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan
atau Sedera_]at yang diterima melalui Seleksi Bersama ‘Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SBMPI‘N) dan Seleksi Mandiri di salah |
satu Perguruah Tinggi Negeri dan Institut Agama Islam Negeri

| | benkut

Un1vers1tas Gadjah Mada, »

Instltut Teknolog1 Bandung,

Insutut Pertaman Bogor, -

: Umversxtas Indones1a a

Institut Teknologi Sepuluh November,
: Umversnas Dlponegoro,

Universitas Airlangga;

Universitas Brawijaya; | |

Universitas Negeri Yogyakarta; .

[y
o

Universitas Sebelas Maret;

[
-

. Universitas Padj ajaran;'

o
N

. Umversxtas Negeri Semarang,

. Universitas Islam Negen Sunan Kah_]aga Yograkarta

[
>

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; ‘

Instltut Agama Islam Negeri Surakarta,

P
@

16. Institut Agama Islam Negerl Salatiga.
lulusan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah KeJuruan .

‘atau Sederajat yang diterima melalul Seleksi Bersama Masuk

Perguruan Tinggi Negen (SBMPI‘N) dan Seleksi Mandiri pada
Institut Teknologi Sepuluh November,, Universitas Negeri
Semarang, dan UniverSitas Negeri Yogyakarta adalah bagi

- lulusan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan

atau Sederajat pada Tahun Pelajaran 2017/2018;

penerima penghargaan masm aktif sebaga; mahasiswa.



L BAB III e
J UMLAH PENGHARGAAN

’ ': Pasa14

(1) Penghargaan dlberlkan dengan ketentuan sebagal benkut

o ,a.» 'Lulusan yang dxtemma d1 Jenjang Saljana (Sl)/Dlploma.’_",-:‘_ ‘

empat (D4) mendapatkan penghargaan :} sebesa.r_

o Rp2 500 000 00 (dua juta. hma ratus nbu ruplah),

" p Lulusan yang dltenma dx Jenjang Dlploma tlga (DS)’-,,'Y':’;'

e mendapatkan penghargaan sebesar Rp1 500 000 00 (satu; o

: _]uta hma ratus r1bu rup:ah) ‘ o |
(2) Dana penghargaan sebagalmana d1maksud pada ayat (l)f o

dlkenakan pajak sesua1 ketentuan yang berlaku

(3) Penenma penghargaan sebagannana dlmaksud pada aYat ( 1)

dltetapkan oleh Bupat1 atas usul dan Kepala Dmas berdasarkanl

Berlta Acara Hasﬂ Verlﬁka31 yang dllakukan terhadap berkas‘ L

calon penerlma -

| BABIV
" PEMANFAATAN DANA S

Pasal 5

g Penghargaan sebagaumana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1)} H
..i‘dlmanfa atkan oleh Penenma Penghargaan untuk membantu,:,,- :,:‘ .

,pcmb:ayaan keperluan pnbad1 dan pembayaran kuhah dalam rangka '; o

L penyelesalan pendldlkan d1 PTN antara la.m untuk Lo R

s Sa Pembayaran uang kuhah

b Pembellan buku dan alat tuhs kuhah

S c ;Bahan dan/ atau alat perlcngkapan kuhah |

B d ‘Bxaya transportam ke kampus L

o e. ﬁ Uang saku maha31swa ke kampus



| BAB V
7 MEKANISME PENERIMAAN PENGHARGAAN |

Bagian Kesatu
' Persyaratan

o Pasal6 , .
Persyaratan calon Penerima Penghargaan adalah Sebagai berikut: N
- a. menyerahkan fotokopi ijazah Sekolah ,‘Menehgah Atas/Sekolah
Menengah Kejuruan atau Sederajat yang dilegalisirj | .
b. menyerahkan Surat Keterangan domisili dari Kelurahan [Desa;
c. ‘menyerahkan Surat Keterangan asli dari PTN bahwa yang "
bersangkutan adalah benar berstatus mahas1swa aktxf dan

~ dicantumkan jalur masuk PTN yang dilalui; e
~d. belum pernah menerima penghargaan sebagmmana dlmaksud

- dalam Pasal 4 Peraturan Bupau ini; ’ '

e. penghargaan diberikan kepada calon Penerima Penghargaan

“satu kali selama mengikuti pendidikan di PTN..

Bagian Kedua |

Tata Cafa Pengajuan/Permohonan .

| Pasal7
Ketentuan mengenm tata cara pengajuan/ permohonan penghargaan}
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terplsahkan dari Peraturan Bupati ini.
‘ - Bagian Kctlga
Tata Cara Seleksi

. Pasal 8 .
(1) Tim Verifikasi melakukan venﬁka31 berkas usulan yang
- diterima. | . o ' ,
(2) Tim Verifikasi sebagalmana dimaksud dalam ayat (1)
melakukan validasi berkas usulan. . o
(3) Tim Venﬁkas1 membuat  daftar nominatif  Penerima

- Penghargaan yang dltuangkan dalam Berita Acara Tim

Verifikasi.



o Baglan Keernpat o
Tata Cara Penetapan Penenma

Pasal 9

(1) Berdasarkan Benta Acara Tun Venﬁkas1, Kepala Dmas

v mengusulkan calon Penenma Penghargaan kepada BUP":‘tl -'

 untuk dltetapkan sebaga1 Penenma Penghargaan

(2) "Bupatl menetapkan Penenma Penghargaan dengan Keputusan

, Bupatz -

‘ Baglan Kehma R
Tata Cara Pencalran dana S

Pasal 10

‘,(1) Dinas mencaukan dana seca.ra bertahap dengan mekamsme

R ,transfer ke rekcmng Penenrna Penghargaan

i 2 v’Penenma Penghargaan menyerahkan fotokop1 rekenmg bank =

= atas nama penenma

"i:‘.;ivﬁ(3)"»D1nas membuat daftar Penenma Penghargaan dllengkapl";.};-}, -

o dengan data rekemng bank penerlma - SR
@) Dinas menga_lukan pencaJran dana ke Badan Keiiaﬁgéf_i”'
L Daerah I . B S P

‘(5)‘_ Badan ‘ Keuangan . Daerah menerb1tkan Surat Permtah :;vi," L

SR »Penca1ran Dana (SP2D)

R »_::‘ ‘(6) ;Dmas mengajukan permohonan kepada Direktur Bank penhalb

o pemmdahbukuan

. {7)Bank mentransfer dana ke masmg—masmg rckemng Penenmav

' ’Penghargaan

~ BaBVI
”-§7 PENUTUP

Pasal 11

pada saat Peraturan mula1 berlaku Peraturan Bupatlf:',;’ ff:

: ’:,uv"'Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petun_]uk Teknls] —

'Vpembenan Penghargaan Bag1 Lulusan, Sekolah Menengah;_;‘,

., o Atas/ Sekolah Menengah Ke_]uruan atau Sederajat yang Dltenma dlﬁ o
N "‘Perguruan ’I‘mggl Negen (Benta Daerah Kabupaten Karanganyar o B

) Tahun 2017 Nomor 11) beserta seluruh perubahannya dlcabut dan'
) dmyatakan tldak berlaku e e s :



- ' . , Pasal 12 ’
Peraturan Bupatl ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setiap orang mengetahumya memerlntahkan pengundangan

. Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah' .
Kabupaten Karanganyar : :

Ditetapkan di Karanganyar -
pada tanggal 10 Februari 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

| Diundangkan di Karanganyar
‘pada tanggal 10 Februari 2019

© Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd -
SUTARNO : ' ‘
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH

NIP. TO%R52¥F ) 99903 1 009



